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ABSTRAK 

 Pembubaran Lembaga Negara Nostrukrural Berdasarkan Peraturan 

Presiden (Perpres Nomor 116 Tahun 2016) yang dilakukan oleh pemerintah guna 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi negara. Berdasarkan Perpres tersebut ada 

sembilan Lembaga Negara Nonstruktural yang telah dibubarkan, adapun sembilan 

Lembaga Negara Nonstruktural tersebut yaitu Badan Benih Nasional, Badan 

Pengendalian Bimbingan Masal, Dewan Pemantapan  Kesehatan Ekonomi dan 

Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau 

Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa 

Bumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi 

Nasional Pengendalian Zoonosis. 

 Penelitian ini menganalisis terkait Pembubaran Lembaga Negara Nasional 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016 Perspektif 

Maṣlaḥah. Fokus bahasan tersebut diperoleh setelah mendeskripsikan dan 

menelaah terkait alasan-alasan kebijakan Pemerintah membubarkan sembilan 

Lembaga Negara nonstruktural tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penyusun 

menggunakan penelitian pustaka (library research). Oleh karenanya sumber dari 

data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, skunder dan tersier. Sumber 

data primer yaitu meliputi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016 

Tentang Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural serta catatan resmi atau 

risalah yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan Sumber data skunder 

diperoleh melalui semua publikasi melalui hukum yang merupakan dokumen tidak 

resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi. Dan sumber data tersier 

diperoleh melului bahan lain yang diluar keilmuan hukum seperti berita elektronik, 

dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan 

deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan normatif. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa alasan-alasan pemerintah 

membubarkan Lembaga-Lembaga Negara Nonstruktural tersebut adalah karena 

Pembubaran Lembaga Negara nonstruktural bahwa adanya tumpang tindih tugas 

dan fungsi Lembaga Negara nonstruktural terakait. Pembubaran ini juga dilakukan 

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi negara. Dalam kajian 

Maṣlaḥah pembubabaran lembaga-lembaga termasuk dalam Maṣlaḥah                     

aḍ-Ḍarȗriyyah dan Maṣlaḥah Al-Ammah.  

Kata Kunci: Pembubaran, Lembaga Negara Nonstruktural, Maṣlaḥah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Lembaga Negara Nonstruktural (LNS) dikutip dari wikipedia adalah sebuah 

lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tertentu guna 

menunjang pelaksanaan fungsi negara dari pemerintah, swasta dan masyarakat 

sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. Meskipun Lembaga Negara 

Nonsturuktural (LNS) tidak diatur dalam undang-undang No 39 Tahun 2008 

tentang Kementrian Negara namun dalam dinamika penyelenggaran negara tepat 

tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk 

lembaga independen. 1 

 Zoelva mendefenisikan lembaga negara nonstruktural sebagai institusi  

yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat 

diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu 

dan memiliki karakteristik tugas yang urgent, unik dan terintegrasi serta efektif. 

Muladi kemudian mendefinisikan Lembaga Nonstruktural (LNS) sebagai suatu 

lembaga negara yang independen (national commission) yang bertujuan                  

untuk mengakomodasi kepentingan negara melalui pengaturan dan pelayanan 

kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional.2  

                                                 
 1 https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Nonstruktural diakses pada 15-07-2019, 

 

 2 Muladi, “Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi 

serta Upaya Formalasi Kebjiakan Strategis Kelembagaan Negara”, (November 2010), hlm 24. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Nonstruktural%20diakses%20pada%2015-07-2019
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 Jimly menyebutkan adapun tujuan dan manfaat pembentukan lembaga 

nonstruktural adalah: 1. Efisensi pelayanan, 2. Pemusatan (kosentrasi / integrasi) 

fungsional, 3. Independensi dari intervensi politik dan mencegah konflik 

kepentingan. 4. Prinsip pembagian fungsi-fungsi kekuasaan negara  

dan pemerintahan sehingga tidak ada yang tumpang tindih.3 

 Lembaga Nonstruktural tidak termasuk dalam struktur organisasi 

kementrian ataupun lembaga pemerintah non kementrian. Kepala lembaga 

nonstruvktural umumnya ditetapkan oleh presiden, namun lembaga negara 

nonsturuktural juga dapat dipakai oleh menteri, wakil presiden, atau presiden secara 

langsung. 4 

 Hadirnya lembaga negara nonstruktural tidak termasuk dalam sistem 

ketatanegaraan, menurut Al-Faqih dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kehadirannya 

sebagai respon perkembangan gagasan negara hukum. Kedua, lahirnya lembaga 

nonstuktural disebabkan karena keterlibatan pemerintah dalam lapangan kehidupan 

rakyat yang semakin luas telah menimbulkan masalah. Ketiga, faktor penyebab 

lahirnya lembaga negara nonstruktural adalah adanya fakta semakin pesatnya 

perkembangan ekonomi perkembagan teknologi.5 

 Kedudukan lembaga negara nonstrural secara umum ditinjau dari fungsinya 

memiliki dua fungsi, yaitu 1). Lembaga negara nonstruktural sebagai fungsi 

                                                 
 3 Jimly, “Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Negara”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non 

Struktural, diselenggarakan oleh Kementrian Pertahanan, (Hotel Sultan Jakarta 2011), hlm.2. 

 4 Al-Faqih, et. Al., Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2016), hlm. 18-21. 

 

 5 Ibid. 
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sektoral dari lembaga pemerintah yang sudah ada, seperti Badan Koordinasi 

Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, serta Kehutanan. 2). Sebagai pemberi 

pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam pelaksanaan kegiatan 

tertentu, atau membantu tugas tertentu dari suatu kementrian, contohnya seperti  

Komisi Kepolisian Nasional, membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri, 

serta memberi pertimbangan kepada Pressideb dalam pengangkatan                           

dan pemberhentian Kapolri berdasarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) No 17 Tahun 

2011.  

 Namun pada awal masa jabatan presiden Republik Indonesia melakukan 

perubahan besar-besaran dipemerintahannya, belum genap dua bulan dilantik       

atau lebih tepatnya tanggal 04 desember 2014 Presiden Joko Widodo menandatangi 

Peraturan Presiden ( Perpres) nomor 176, adapun perpres tersebut yaitu mengatur 

mengenai pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural. Adapun  ke sepuluh lembaga 

yang dimaksud tersebut yaitu : 1. Dewan penerbangan dan antariksa nasional, 2. 

Lembaga Koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahtraan sosial 

penyandang cacat, 3. Dewan buku nasional, 4. Komisi hukum nasional, 5. Badan 

kebijakan dan pengendalian pembanguan perumaha dan pemukiman nasional, 6. 

Komite antar departemen bidang kehutanan, 7. Badan penegembangan kawasan 

pengembangan ekonomi terpadu, 8. Komite aksi nasional penghapusan bentuk-

bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 9. Dewan pengembangan kawasan Timur 

Indonesia, 10. Dewan gula Indonesia.6 Pembubaran lembaga negara nonstruktural 

ini adalah hasil kinerja dari kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

                                                 
 6 Pasal 1. 
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Reformasi Birokrasi. Lembaga ini mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan 

urusan di bidang pendayagunaan aparaturan negra dan reformasi birokrasi untuk 

mebantu Presidan dalam menyelenggarakan pemerintahan Indoesia. 

 Pada tanggal 21 Januari 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

kembali menadatangani Peraturan Presiden ( Perpres) No 116 Tahun 2016 tentang 

Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural. Adapun lembaga non strutural    

yang dibubarkan tersebut adalah: 1). Badan Benih Nasional, 2). Badan 

Pengendalian Bimbingan Massal, 3). Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi      

dan Keuangan, 4). Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus      

di Batam, Bintan dan Krimun, 5). Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, 6). 

Dewan Kelautan Indonesia, 7). Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas      

dan Pelabuhan Bebas. 8). Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, 9). 

Koordinasi Nasional Pengendalian Zoonosis7 

 Lembaga Negara Nonstruktral yang ada di Indonesia antara lain yaitu 

Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia, Akademik Ilmuwan Muda Indonesia, 

Lembaga Pengelola Dana  Bergulir, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Koordinasi 

Pemberantasan Rupiah Palsu, Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Otorita Danau 

Toba, Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Pendukung 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Badan Pengatur Hilir Minyak dan 

Gas, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Rumah Sakit, Badan 

Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

                                                 
 7 Pasal 1.  
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Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasn Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Pertimbangan Perfiman Nasional, Badan 

Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Restoorasi Gambut, Dewan Energi Nasional, 

Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Dewan Insinyur Indonesia,  

Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Karimun, Dewan Ketahanan Nasional, Dewan Koperasi Indonesia, Dewan 

Kawsan Ekonomi Khusus, Dewan Pengumpahan Nasional, Dewan Pers,Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah, Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Sumber 

Daya Air Nasional, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Dewan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Kantor Staf Presiden, Komisi 

Aparatur Sipil Negara, Komisi Banding Merek, Komisi Banding Paten, Komisi 

Informasi,  Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Komisi Pimilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha,  Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyuluhan Nasional, Komite Anti 

Dumping Indonesia, Komite Industri Nasional, Komite Kebijakan Industri 

Pertahanan, Komite Kebijakan Percepatan Penyedian Infrastruktur, Kmite 

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Komite Nasional 

Keamanan Penerbangan,  Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Komite 
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Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, 

Komite Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Komite 

Perdagangan Nasional, Komite Profesi Akuntan Publik, Komite Privatisasi 

Perusahaan Pereseroan, Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian 

Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, Koomite Nasional 

Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan 

Pangan, Komite Olah Raga Nasional Indonesia, Kimite Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas, Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan, Komite Standar 

Nasional Untuk Satuan Ukuran, Konsil Kedokteran Indonesia, Lembaga Kerja 

Sama Triparitit, Lembaga Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI, Lembaga 

Pengelola Dana Bergulir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga 

Produktivitas Nasional, Lembaga Sensor Film, Majelis Disiplin Tenga Kesehatan, 

Majelis Pertimbangan Tenga Nuklir, Ombudsman Republik Indonesia, Otoritas 

Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transkasi Keuangan, Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Unit Kerja Presiden Pembinaan 

Ideologi Pancasila. Kebijakan Pemerinn tidak membubarkan Lembaga-Lembaga 

Negara Nostruktural diatas karena tugas dan fungsi dan tugasnya masih 

dibutuhksan dan tidak tumpang tindih.  

 Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melihat dan mengetahui alasan   

apa yang mengahruskan lembaga-lembaga tersebut dibubarkan, dan bagaimana 

analisis Maṣlaḥah terhadap Perpres No 16 Tahun 2016 tersebut. 
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Berdasarkan Peraturan Repblik Indonesia No 116 Tahun 2016 serta 

urgensinya ditinjau dari Konsep maṣlaḥah. 

b. Secara Praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan                          

bagi pengambilan refrensi mengenai pemahaman terkait Pembubaran 

Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Repblik Indonesia 

No 116 Tahun 2016 Perspektif maṣlaḥah. Tentunya hal ini lebih efektif dan 

bernilai bagi Pemerintah, pencari keadilan, akademisi, praktisi, peneliti 

serta masyarakat dalam menjawab persoalan Pembubaran Lembaga Negara 

Nonstruktural. 

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) 

dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah). 

 

D. Telaah Pustaka 

 Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Pembubaran 

Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia No 116 

Tahun 2016 Perspektif Maṣlaḥah” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan 

dengan tema penelitian ini sebagai berikut: 

 Karya pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun                      

oleh Restiandi Sutami Tampu Bolon dengan judul “Analisis Pembubaran Lembaga 

Negara Nonstruktural Berdasrkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

116 Tahun 2016” yang berisi bahwasanya pembubaran lembaga negara 

nonstruktural di Indonesia berdasarkan Perpres No 116 Tahun 2016 merupakan 

kebijakan yang dilakukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 



9 

 

 

 

yang bertujuan nuntuk memyejahterakan rakyatnya. Berdasarkan Perpres No 116 

Tahun 2016 dipaparkan bahwasanya alasan pembubaran lembaga negara 

nonstuktural adalah tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga negara nonstruktural, 

ketidak urgenan keberadaan lembaga, adanya potensi overlapping, dan adanya 

inefisiensiauthory (ketidak sesuain kewenangan) adalah langkah yang diambil 

pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahtaraan 

pada rakyat.8 

 Perbedaan skripsi Restiandi Sutami Tampu Bolon dengan penelitian ini 

adalah konsep analisisnya, Restiandi Sutami Tampu Bolon menganalisis dengan 

menggunakan konsep Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis dengan 

menggunakan konsep Maṣlaḥah.  

 Karya  kedua yang perlu ditinjau yaitu skripsi yang disusun                           

oleh Muhammad Hanifudin yaitu dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap 

Posisi dan Fungsi Badan Pembina Ideologi Pancasila ( BPIP) Sebagai Lembaga 

Non Struktural dalam Struktur Ketata Negaraan Indonesia” yang berisi bahwasanya 

Posisi BPIP adalah sebagai Lembaga Non-Struktural ( LNS) yaitu lembaga yang 

terbentuk karena adanya kepentingan terhadap tugas tertentu yang tidak dapat 

diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional)  dengan keunikan tertentu 

serta memilki karakter tugas yang urgent, unik dan terintegrasi dan efektif.9 

                                                 
 8 Restiand Sutami Tampu Bolon, “Analisis Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016,” Skripsi Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, (2019). 

 

 9 Muhammad Hanifudin, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Posisi dan Fungsi Pembinaan 

Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Stuktural Dalam Struktur Ketatanegaraan 

Indonesia,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 

(2019). 
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 Perbedaan penelitian Muhammad Hanifudin dengan penelitian ini adalah 

objek kajiannya, penelitian Muhammad Hanifudin yaitu mengakaji menenenai 

posisi dan funsi Badan Pemebina Ideologi Pancasila (BPIP), sedangkan penelitian 

ini mengkaji meneganai Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 perspektif 

maṣlaḥah. 

 Karya ketiga yang perlu ditijau adalah skripsi yang disusun oleh Yogi 

Wiratman dengan judul yaitu “Kedudukan dan Komisi Informasi Publik 

Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan   

dengan Pasal  28 F Undang- Undang Dasar 1945” yang berisi lembaga apa saja                     

yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai Lembaga 

Negara. Lembaga Negara dapat beradudikatifa dalam ranah legislatif, eksekutif  

dan yudikatif, atau yang bersifat campuran. Organ Negara identik dengan individu 

yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara.10 

 Perbedaan penelitian Yogi Wiratman dengan penelitian ini adalah objek 

kajiannya, peenletian Yogi Wiratman yanitu mengkaji mengenai Kedudukan dan 

Komisi Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 

Dihubungkan dengan Pasl 28 F Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan penelitian 

ini objek kajiannya yaitu mengenai Pembumbaran Lembaga Negara Nonstruktural 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016. 

 Karya keempat yang perlu ditijau adalah skripsi yang disusun oleh Khoulud 

Beby Bestiani dengan judul “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi 

                                                 
 10 Yogi Wiratman, “Kedudukan dan Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-

Undang Dasar,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, (2016). 
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Kemasyarakatan Menurut UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan dan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Perpu No. 2 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun  2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan Mejadi Undang-Undang (UU)” yang berisi hakikat penyusunan 

Undang-Undang Organisasi Masyarakatan merupakakan wahana                                    

untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, memantapkan ketahanan 

nasional, mendorong serta meningkatkan peran serta masyarakat                                       

dalam pembangunan untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul. 

Pasal 60 ayat (1) UU No.16 tahun 2017 tentang Ormas disebutkan apabila ormas 

melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan (2) dijatuhi sanksi 

administratif, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) bahwa sanksi administrasi tersebut 

terdiri atas peringatan 137 tertulis, penghentian kegiatan,dan/atau pencabutan SKT 

atau pencabutan status badan hukum,dalam Pasal 62 ditegaskan peringatan tertulis 

tersebut hanya diberikan satu kali dalam jangka waktu 7 hari kerja, apabila ormas 

tidak mematuhi peringatan tersebut maka dijatuhi sanksi penghentian kegiatan            

dan jika ormas tidak mematuhinya maka menteri Hukum dan HAM melakukan 

pencabutan SKT/ status badan hukum. Selanjutnya Pasal 60 ayat (2) menyebutkan 

bagi ormas yang melanggar ketentuan Pasal 52, Pasal 59 ayat (3) dan (4) dijatuhi 

sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) sanksi 

administratif berupa pencabutan SKT atau Pencabutan status badan hukum          

oleh menteri hukum dan HAM.11 

                                                 
 11 Khould Beby Bestiani, “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan Menurut UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No 

16 Tahun 2017 Tentang Perpu N0. 2 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang 
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 Perbedaan penelitian Khoulud Beby Bestiani dengan penelitian ini adalah 

objek kajiannya, penelitian Khoulud Beby Bestiani mengkaji tentang Pembubaran 

Organisasi Kemasyarakatan  Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Ubdang  No 16 Tahun 2017 tentan Perpu 

No 2 Tahun 2017 tentang Perubahab atas Undang-Undang, sedangkan objek kajian 

penelitian ini adalah Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan 

Peraturan Preside (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016. 

 Karya kelima yang perlu ditinjau adalah jurnal yang disusun oleh Gerry 

Katon Mahendra dengan judul yaitu “Analisis Dampak Penghentian Tugas KPA 

Kota Yogyakarta Berdasrkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016” yang 

berisi perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi 

yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan dating menurut yang 

diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya.Perubahan tersebut pada akhirnya 

pada alkhirnya memiliki dampak terhadap kelancaran tugas pokok fungsi lembaga 

dalam menanggulangi penyebaran HIV AIDS. Dengan terbitnya peraturan presiden 

No 124 Tahun 2016 secara langsung yaitu berdampak pada pengalihan tanggung 

jawab penanggulangan HIV AIDS dan sudut pandangan HIV AIDS, potensi 

kekurangan SDM HIV AIDS, dan polo koordinasi penanggulangan HIV AIDS.12 

 Perbedaan penelitian Gerry Katon Mahendra dengan penelitiannya ini 

adalah dampaknya. Penelitian Gerry Katon Mahendra mengkaji dampak Dampak 

                                                 
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU),” Skripsi Fakultas Hukum Islam 

Indonesia, Yogyakarta (2018). 

 

 12 Gerry Katon Mahendra, “Analisis Dampak Penghentian Tugas KPA Kota Yogyakarta 

Berdasrkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016,” Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 10:2 

(2019). 
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Penghentian Tugas KPA Kota Yogyakarta Berdasrkan Peraturan Presiden Nomor 

124 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini menggkaji dampak Pembubaran Lembga 

Negara Non Struktural Berdasrkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 

2016.  

 Karya keenam yang perlu ditinjau yaitu jurnal yang disusun oleh Nabih 

Amer dengan judul “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam 

Perspektif Negara Hukum” yang berisi tentang problematika pembubaran 

organisasi kemasyarakatan dikarenakan maraknya paham arti Pancasila dan 

radikalisme yang justru berkembang bebas di Indonesia. Tercatat bahwa dalam 

Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah terdapat beberapa Organisasi 

Kemasyarakatan yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasilan 

dan Konstitusi UUD 1945.13 

 Perbedaan penelitian Nabih Amer dengan penelitian ini adalah objek 

kajiannnya. Penelitian Nabih Amer yaitu mengkaji mengenai Pembubaran 

Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan objek kajian penelitaian ini adalah 

Pembubaran Lembaga Negara Nonstuktural Bedarskan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 116 Tahun 2016.  

 

                                                 
 13 Amer Nabih, “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyrakatan Dalam Perspektif 

Negara Hukum,” Legalitas, (t.th).  
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E. Kerangka Teori   

1. Maṣlaḥah  

 Secara etimologi maṣlaḥah secara etimologi adalah kata tunggal dari al- 

maṣlaḥih yang bearti dengan kata salah yaitu “mendatangkan kebaikan”. Terkadang 

digunakan juga istilh lain yaitu al- yang berarti “mencari kebaikan” Tak jarang kata 

maṣlaḥah atau istislah al-munasib yang berarti” hal-hal yang cocok, sesuai dan 

tepat penggunaannya”. 14 Dari beberapa arti tersebut maka dapat diambil suatu 

pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat didalamnya 

baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak 

kemudharatan maka semua itu disebut maṣlaḥah. 

 Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah 

istilah teknis, yang berarti “ berbagai manfaat yang dimaksud Syari’ dalam 

penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencangkup tujuan untuk 

memilihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta mencegah hal-hal yang 

dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. 

 Maṣlaḥah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama 

ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara 

eksplisit dalam al-quran dan al-hadist hanya saja metode ini menekankan pada 

aspek maṣlaḥah secara langsung.15 

                                                 
14 H. M. Hasbi. Umar. Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. Ke- 1. ( Jakarta: Gaung Persada Press, 

2017), hlm.112. 

 
15 Ibid. 
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 Husain Hamid Hassan, dalam bukunya Nazariyyah al- Maṣlaḥah, 

berpendapat bahwa Maṣlaḥah dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik 

dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan  yang di dalamnya mengandung atau 

mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisūnî dalam bukunya Nazariyah al-Maqāsid’ 

inda al-imām asy syātibî mencoba memperjelaskan manfaat ini dari ungkapan 

kemanfaatan. Menurutnya makna maṣlaḥah itu adalah mendatangkan manfaat atau 

menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat disini ialah 

ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang 

dimksud dengan kemudharan ialah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju 

kepada kesakitan. 16 Adupun aspek kemaslahatan tersebut dibedakan dalam tiga 

tingkatan, yaitu: 

1. Maṣlaḥah Ḍarȗriyyah adalah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehiduan 

manusia, dan karena itu wajib adanya sebagai syarat mutlak terwujudnya 

kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi. 

2. Maṣlaḥah al-Hājîyah adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan primer 

(pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia 

akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh 

maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka 

tidak sampai punah. 

3. Maṣlaḥah Taḥsiniyah adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya 

komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahtraan 

                                                 
16 Imron Rosyadi “Pemikiran Asy-Syātibî Tentang Maslahah Mursalah” Joernal Univeritas 

Muhammadiyah Surakarta, Vol. 25, No. 1. 2013, hlm. 46-63. 
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hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia 

kurang indah dan kurang nikmat. Kendatipun tidak sampai menimbulkan 

kemudharatan dan kebinasaan hidup.17 

   

F. Metode Penelitian 

 Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan 

menelaah bahan-bahan yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang 

dibahas dalam penelitian ini seperti majalah, buku, surat kabar dan masalah-

masalah lainnya.18 

 Dalam hal ini peneliti mencari data yang berkaitan dengan pembubabaran 

lembaga negara nonstruktural berdasrkan perpres No. 116 Tahun 2016 persepektif 

maṣlaḥah. Telaah dari data dan informasi yang didapatkan dengan relevan nantinya 

akan dijadikan sebagai bahan dasar analisis terhadap kebijakan pembubaran 

lembaga negara nonstruktural berdasarkan Perpres No. 116 Tahun 2016. 

                                                 
17 http:/berandaekis.blogspot.com/2012/08/tingkatan-tingkatan-maslahahmursalah.html 

diakses pada tanggal 30 April 2020. 

 

 18 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), hlm. 18. 
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2. Sifat Penelitian  

 Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara 

mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan            

dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 

secara mendalam dan komperehensif.19 Peneliti berusaha menggambarkan tentang 

pembubaran lembaga negara non struktural berdasrkan perpres nomor 116 Tahun 

2016 secara keseluruhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan data-data  

yang relevan dan perspektif maṣlaḥah yang telah dipilih peneliti sebelumnya.  

3. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif 

dan pendekatan analisis, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Yuridis-normatif yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum, 

konsep, asas-asas serta peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian 

ini, dan memaparkannya secara sistematis sesuai dengan pembahasan 

nantinya. 

b. Analitis adalah menganilisi segi hukum dan objek kajian penelitian ini 

berdasarkan data-data yang telah tersedia dan teori maslahah mursalah yang 

ditentukan dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data yan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisisi 

                                                 
 19 Sukandarrumidi, Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Cet ke-4 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104. 
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kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literatur yang 

berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya akan dianalisis untuk 

mendapatkan jawaban serta pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini. 

5. Sumber Data dan Bahan Hukum  

a. Data Primer terdiri Peraturan Presiden (Perpres) Indonesia No 116 Tahun 

2016 tentang Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural. 

b. Data Skunder terdiri dari karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi surat 

kabar dan lainnya (baik dalam jaringan maupun offline) yang berkaitan 

dengan maṣlaḥah ataupun pembubaran lembaga negara nostruktural. 

c. Data Tersier terdiri dari bahan yang berada diluar keilmuan hukum                

yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan 

pengetahuan diluar ilmu hukum khususnya pada ranah Hukum Tata Negara                    

yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus indentifkasi 

permasalahan  yang sedang diteliti. Misalnya KBBI, Kamus Hukum, Berita 

atau Perkuliahan. 

6. Analisis Data 

 Literatur-literatur atau data yang diperoleh akan dihimpun dan diuraikan, 

kemudian diolah literature yang telah diseleksi dan diklasifikasikan                   

atau dipetakan secara sistematis dan logis. Kemudian dianalis secara mendalam 

sehingga data-data yang awalnya bersifat umum dapat digabungkan                     

dan dijadikan data khusus yang mengkaji Pembubaran Lembaga Negara 

Nonstruktural Berdasarkan Perpres No 116 Tahun 2016 Perspektif Maslahah. 
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Dengan cara demikian, penelitian ini akan mendapatkan hasil yang spesifik dan 

komperehensif terkait permasalahan tersebut. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Dalam penulisan skripsi dengan judul “Pembubaran Lembaga Negara 

Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Perspektif 

Maṣlaḥah” maka adapun sistematika penulisan yang digunakan  dan disussun yaitu 

sebagai berikut: 

 Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,      

dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian                   

yang akan dilakukan oleh penyusun. 

 Bab kedua, berisi uraian tentang Maṣlaḥah yang fokus pembahasannya 

meliputi pengertian, macam-macam, ciri maupun segala aspek yang berkaitan 

dengan Maṣlaḥah yang sesuai dengan judul penelitian ini.  

 Bab ketiga, berisi uraian mengenai Perpres tentang pembubaran lembaga 

negara nonstruktural,. 

 Bab keempat, berisi analisa mengenai alasan apa yang mengharuskan 

lembaga negara non-struktural tersebut dibubarakan, dan bagaimana analisis 

maṣlaḥah mursalah terhadap perpres tersebut 

 Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas 

penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka yang menunjang 

terciptanya kepenulisan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Kebijakan pemerintah membubarkan sembilan Lembaga Negara 

Nonstrutural menurut Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 ialah karena 

adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Lembaga Negara Nonstruktural terakait. 

Pembubaran ini juga dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi negara.   

 Kemudian dalam perspektif tingkatan maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyah dikarenakan 

tugas dan fungsi Lembaga Negara Nonstruktural tersebut tumpang tindih. Apabila 

Pemburan tersebut tidak dilakukan maka akan tejadinya adanya tugas dan fungsi 

Lembaga Negara Nonstruktural yang tidak beraturan serta terjadi pemboborosan. 

Oleh karena itu sudah seharusnya dibubarkan agar dapat meningkatkan efetivitas 

dan efisiensi negara.  

 Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan 

Presiden No. 116 Tahun 2016 termasuk maṣlaḥah al-ammah hal tersebut 

dikareanakan maṣlaḥah al-ammah merupakan  kemaslahatan umum yang 

menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tersebut tidak berarti 

untuk kepentingan semua orang, akan tetapi bisa saja untuk kepentingan manyoritas 

umat.  

 Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural tersebut telah memenuhi tiga 

syarat dari ma maṣlaḥah yaitu maṣlaḥah al-murslah, maṣlaḥah al-hājîyah dan 
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maṣlaḥah al-ammah.  Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural ini juga 

mewujudkan salah satu prinsip ushul fiquh yaitu “kemaslahatan harus dicegah 

sedapat mungkin”. 

B. Saran 

 Setelah memahami terkait Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Perspektif maṣlaḥah 

mursalah maka penyusun mecoba memeberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Pemerintah perlu melakukan kelembagaan ini dengan baik, agar terciptanya 

kelembagaan negara Indonesia seperti yang diharapkan oleh masyarakat.  

2. Kepada peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

pengambilan refrensi mengenai terkait pembubaran Lembaga Negara 

Nonstuktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 

Perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Serta melakukan penelitian yang lebih baik dari 

ini. 
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